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Laporan Kinerja  
Sekretariat Kabinet Tahun 2017 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Humas pemerintah baik di lembaga kepresidenan, kementerian, 

lembaga, maupun pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam 

menyampaikan visi dan kerja pemerintah kepada 267 juta rakyat Indonesia. 

Tugas penting tersebut mendapatkan tantangan dengan masuknya dunia 

kehumasan ke dalam fase baru yang ditandai dengan semakin majunya 

teknologi informasi dan komunikasi.  

Proses publik dalam mencari informasi terkait kebijakan pemerintah 

terganggu oleh adanya misinformasi dan disinformasi oleh media massa 

maupun media sosial. Oleh karena itu, perlu langkah yang komprehensif dari 

pemerintah agar publik bisa mendapatkan informasi yang valid dan otoritatif 

secara maksimal.  

Dimensi pertama konsep komunikasi sistematik membutuhkan 

pendalaman terhadap aspek nalar kebijakan, yaitu alasan dan kepentingan dari 

satu kebijakan lahir. Selain itu adalah aspek konsekuensi kebijakan, yaitu 

kemungkinan dampak kebijakan terhadap masyarakat luas. Konsekuensi 

kebijakan sendiri memiliki dua bentuk, baik konsekuensi konstruktif (intended 

consequences) dan konsekuensi tidak terduga yang tidak baik (unintended 

consequences). 

Narasi Indonesia Maju adalah gagasan besar dari Presiden Joko 

Widodo sebagai visi dari arah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah. 

Narasi ini perlu diterjemahkan dalam kaidah komunikasi yang efektif sehingga 

semangat untuk membangun bangsa tidak hanya datang dari pemerintah namun 

juga datang dari seluruh masyarakat Indonesia, sebagai langkah awal untuk 

menumbuhkan partisipasi aktif yang konstruktif dalam mewujudkan Indonesia 

Maju. 

Demikian halnya dengan upaya untuk keluar dari persoalan pandemi 

Covid-19. Dibutuhkan gotong royong pentahelix antara pemerintah, media, 

perguruan tinggi, dunia bisnis, dan masyarakat. Semua elemen tersebut 
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diharapkan bisa berkontribusi sesuai bidang masing-masing untuk memutus 

mata rantai sebaran Covid-19 di Indonesia.   

 Sejalan dengan itu, Sekretariat Kabinet cq. Asisten Deputi Bidang 

Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol pada Deputi Bidang Dukungan Kerja 

Kabinet telah menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) 

dengan tema Silaturahmi Humas Kementerian/Lembaga dalam rangka 

Merumuskan Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah dengan Humas 

Kementerian, Lembaga dan BUMN dalam rangka menyamakan perspektif terkait 

komunikasi krisis pemerintah, yang diikuti oleh pejabat dan pegawai Humas 

Kementerian, Lembaga dan BUMN pada tanggal 1 Oktober 2020 secara daring.  

Hasil pelaksanaan kegiatan FKP tersebut dituangkan dalam laporan 

yang tersaji berikut ini. 

 

1.2. Dasar Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik. 

a. Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 

c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet; dan 

d. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Kabinet. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan. 

Maksud terselenggaranya kegiatan FKP ini adalah meningkatnya kinerja 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan 

Kemasyarakatan dan Protokol. 

Sedangkan tujuan adalah dalam rangka merumuskan strategi 

komunikasi krisis pemerintah guna mendapatkan saran dan masukan dari para 

pemangku kepentingan Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan 

Protokol. 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 

 

2.1. Analisis Masalah. 

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2020 dengan tema Perumusan 

Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah telah menghasilkan 2 (dua) 

rekomendasi penting untuk peningkatan layanan kehumasan pemerintah, 

yaitu: 

1) Memastikan bahwa pentingnya informasi disampaikan kepada masyarakat, 

yang intinya agar program dan kebijakan Pemerintah dapat dipahami oleh 

masyarakat bahwa Pemerintah telah bekerja dengan sungguh-sungguh 

dalam menyejahterakan masyarakat rakyat terlebih masa pendemi Covid-

19 ini. Selain itu, juga masyarakat dapat berpartisipasi untuk mencegah 

penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

2) Perlu lebih berani dalam melaksanakan komunikasi 2 arah kerena jika 

masih 1 arah, masyarakat menjadi kurang antusias dan Humas Pemerintah 

kurang mendapat trust masyarakat. 

Dari kedua rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan 

Kemasyarakatan dan Protokol merumuskannya menjadi masalah yang harus 

ditindaklanjuti dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) Asisten Deputi Bidang Hubungan 

Kemasyarakatan dan Protokol, sebagai berikut: 

1. Kekuatan (Strengths). 

Kekuatan Asdep Humas dan Protokol berkaitan erat dengan potensi 

strategis Asdep Humas dan Protokol dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya terkait hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan 

keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh 

Sekretaris Kabinet. 

Kekuatan yang pertama adalah, Peran dan Kedudukan Strategis 

Asdep Humas dan Protokol. Asdep Humas dan Protokol memiliki peran dan 

kedudukan yang sangat strategis khususnya dalam melaksanakan 

hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau 

pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet. 

Selama kurun waktu tahun 2015-2019, Asdep Humas dan Protokol telah 
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melaksanakan pengelolaan data dan informasi guna dilakukan diseminasi 

informasi yang akurat dan berimbang terkait program dan kebijakan 

pemerintah baik melalui website Sekretariat Kabinet maupun melalui media 

sosial yang dikelola Sekertariat Kabinet. 

Kekuatan yang kedua adalah, Komitmen Pimpinan yang Tinggi. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asdep Humas dan Protokol 

didukung oleh komitmen pimpinan yang kuat untuk dapat bertindak cepat, 

inovatif, kreatif, dan adaptif dalam memberikan dukungan manajemen 

kabinet Sekretariat Kabinet, serta terus melakukan upaya-upaya 

peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet yang 

berkelanjutan.  

Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di 

lingkungan Asdep Humas dan Protokol tergambar dalam keterlibatan aktif 

dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pelaksanaan 

program dan kegiatan untuk penataan, penyempurnaan, maupun 

peningkatan 8 (delapan) area perubahan, yakni peraturan perundang-

undangan (internal), organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, 

pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan area yang mendasari 

semua perubahan tersebut yakni perubahan pola pikir dan paradigma 

(manajemen perubahan), serta pelaksanaan percepatan program 

reformasi birokrasi (quick win).   

Dalam peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan, 

Asdep Humas dan Protokol juga melakukan pengembangan dan 

pemutakhiran sistem dan inovasi secara berkelanjutan seperti 

penyempurnaan pewajahan website Sekretariat Kabinet menjadi ”milenial 

dan berwibawa”. Hal tersebut untuk menghasilkan outcome yang dapat 

dirasakan manfaatnya oleh para pemangku kepentingan dalam tugas 

pengelolaan manajemen kabinet Sekretariat Kabinet. 

2. Kelemahan (Weaknesses). 

Di samping kekuatan-kekuatan yang menjadikan Asdep Humas dan 

Protokol sebagai unit kerja yang Berwibawa, Andal, dan Terdepan dalam 

Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil 

Presiden untuk Mewujudkan Kehumasan dan Keprotokolan Sekretariat 

Kabinet yang Berkualitas, Asdep Humas dan Protokol juga perlu 
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mewaspadai kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada untuk 

segera melakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut yaitu: 

a. Belum Optimalnya Pemanfaatan  Sistem dan Teknologi Informasi.  

Upaya penerapan e-government dalam pengelolaan tugas dan 

fungsi manajemen kabinet Sekretariat Kabinet, Asdep Humas dan 

Protokol telah turut membantu dalam membangun dan 

mengembangkan sistem dan teknologi informasi guna mendukung 

kelancaran dalam pelayanannya. Sistem informasi yang telah 

dibangun dan dikembangkan yakni pewajahan website 

www.setkab.go.id menjadi “milenial dan berwibawa”.  

Walaupun sudah cukup upaya dalam pembangunan dan 

pengembangan  sistem dan teknologi informasi sebagai bentuk 

penerapan e-government tetapi masih dirasakan bahwa pemanfaatan 

sistem dan teknologi informasi tersebut dirasakan belum optimal. 

Dalam hal ini para pemangku kepentingan belum sepenuhnya 

memanfaatkan sistem informasi tersebut sebagai sebuah kebutuhan. 

Selain itu, juga perlu mendorong seluruh pegawai di lingkungan Asdep 

Humas dan Protokol untuk memanfaatkan sistem dan teknologi 

informasi yang sudah dibangun, dikembangkan, dan disediakan 

dengan menerapkan dan menggunakannya dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsinya. 

b. Belum Optimalnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

(SDM). 

Pencapaian kinerja Asdep Humas dan Protokol dalam 

manajemen kabinet Sekretariat Kabinet harus didukung SDM yang 

memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas, 

SDM dapat dilihat dari kapasitas dan kompetensinya, yang dihasilkan 

dari pengembangan kapasitas (capacity building). Pengembangan 

kapasitas merupakan aspek penting dalam suatu organisasi.  

Pengembangan kapasitas  dalam rangka pengembangan kompetensi 

SDM yang proporsional dengan beban kerja harus dilakukan agar 

dapat  menciptakan pelaksanaan  pekerjaan yang cepat, inovatif, 

kreatif dan adaptif yang dapat mendorong  efektifitas dan efisiensi 

pelaksanaan tugas dalam memberikan dukungan manajemen kabinet 

http://www.setkab.go.id/
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Sekretariat Kabinet kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, agar menjadi 

organisasi  yang maju dan dapat beradaptasi dengan dinamika 

perkembangan, Asdep Humas dan Protokol harus didukung 

pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM yang kuat dan 

proporsional sehingga mampu untuk mengatasi  permasalahan  

internal maupun eksternal organisasi dalam pencapaian kinerja Asdep 

Humas dan Protokol. 

c. Dukungan Sarana dan Prasarana Belum Sesuai dengan Kebutuhan. 

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi mutlak dibutuhkan. Sarana dan prasarana memiliki arti 

sebagai seperangkat alat yang bisa digunakan untuk mendukung 

keberlangsungan suatu kegiatan. Seperangkat alat yang digunakan 

untuk kelancaran kegiatan ini dapat mempermudah untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dari suatu penyelenggaraan kegiatan. 

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan dapat juga ditentukan karena 

adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan 

juga prasarana tidak hanya meliputi barang atau benda saja tetapi juga 

dapat meliputi tempat atau bahkan ruangan yang bisa mendukung 

kelancaran kegiatan. 

d.  Belum Optimalnya Pengenalan Tugas dan Fungsi Organisasi. 

Salah satu tugas Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang 

Dukungan Kerja Kabinet adalah menyelenggarakan forum 

pengambilan kebijakan dalam bentuk sidang kabinet, rapat, atau 

pertemuan yang dipimpin dan dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil 

Presiden. Namun demikian, peran dan eksistensi dalam menjalankan 

tugas tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan oleh para pemangku 

kepentingan sehingga tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet c.q Deputi 

Bidang Dukungan Kerja Kabinet tersebut belum menunjukkan hasil 

yang efektif dan optimal. Hal tersebut disebabkan sosialisasi tugas dan 

fungsi organisasi belum terkomunikasikan dan dipahami oleh 

Kementerian/Lembaga serta masyarakat dan para pemangku 

kepentingan lainnya secara optimal.  
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Untuk lebih meningkatkan pemahaman srategis tugas dan 

fungsi Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet 

dalam forum pengambilan kebijakan maka diperlukan strategi 

komunikasi untuk menyampaikan pentingnya pelaksanaan tugas dan 

fungsi Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet 

dalam memberikan dukungan manajemen kabinet  kepada Presiden 

dan/atau Wakil Presiden sehingga terbentuk citra dan reputasi yang 

baik dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dalam konteks 

tersebut, peran digital Public Relation (PR) dapat menjadi salah satu 

upaya untuk memperkenalkan peran strategis dari Sekretariat Kabinet 

c.q Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.  

Digital PR dapat dilakukan melalui media digital dan media 

sosial sebagai saluran yang kuat bagi masyarakat dan pemangku 

kepentingan. Selain itu, pengembangan sosialisasi tugas dan fungsi 

organisasi juga dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, rapat 

koordinasi, kerja sama, maupun kegiatan pendukung lainnya. Dengan 

terbangunnya image organisasi, diharapkan pelaksanaan tugas dan  

fungsi serta eksistensi Asdep Humas dan Protokol sebagai unit kerja di 

lingkungan Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang Dukungan Kerja 

Kabinet yang berperan dalam tugas dan fungsi sebagaimana tersebut 

di atas, dapat menjadi lebih dikenal, optimal, dan berwibawa. 

3. Peluang (Opportunities). 

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih 

memberikan peluang-peluang yang memungkinkan Asdep Humas dan 

Protokol untuk berkembang. Peluang tersebut antara lain Website 

Sekretariat Kabinet sebagai Rujukan Media Informasi Nasional. Secara 

rutin website Sekretariat Kabinet (www.setkab.go.id) yang dikelola oleh 

Asdep Humas dan Protokol senantiasa mempublikasikan berita atau artikel 

yang memuat program dan kebijakan pemerintah, baik yang berasal dari 

hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden 

maupun yang berasal dari Kementerian/Lembaga. Website Sekretariat 

Kabinet, sebagai media yang digunakan Sekretariat Kabinet menyediakan 

dan menyampaikan data dan informasi, diantaranya terkait kegiatan 

Presiden dan Wakil Presiden, baik kegiatan penyelenggaraan sidang 

http://www.setkab.go.id/
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kabinet, rapat, maupun kegiatan pertemuan lainnya yang dihadiri dan/atau 

dipimpin Presiden, dan menyampaikan data dan informasi kegiatan 

kabinet. Selama ini website Sekretariat Kabinet telah menjadi rujukan 

utama bagi kementerian/lembaga, masyarakat, dan media/jurnalis nasional 

untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diambil 

pemerintah dan Presiden maupun dalam mengklarifikasi berita-berita yang 

beredar di masyarakat. 

Peluang lainnya adalah Kerja Sama dengan Mitra Kerja. Dalam 

memberikan dukungan manajemen kabinet Sekretaiat Kabinet, Asdep 

Humas dan Protokol berperan secara aktif dan memiliki peluang untuk 

dapat berkolaborasi ataupun kerja sama dengan mitra kerja baik dengan 

kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun lembaga-lembaga 

lainnya. Peluang membuka jaringan kerja sama tersebut sangat 

dimungkinkan mengingat keterbatasan kemampuan dan sumber daya 

yang bersifat internal di lingkungan Asdep Humas dan Protokol. Dengan 

demikian, melalui berbagai kerja sama dengan mitra diharapkan 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengalami kelambanan, rumit, dan 

berbelit-belit dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. 

4. Ancaman (Threats). 

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa disamping banyaknya 

peluang-peluang yang tercipta, Asdep Humas dan Protokol juga memiliki 

ancaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ancaman-ancaman 

yang timbul yaitu: 

a. Sasaran terhadap Isu Negatif dan Berita Hoaks.  

Salah satu dampak dari era internet yaitu menghadirkan 

berbagai kemudahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat 

akan data dan informasi. Namun, dampak lain dari internet juga 

membuka ruang lebar bagi kehadiran informasi atau berita-berita 

bohong (hoaks) tentang suatu peristiwa yang meresahkan publik. 

Penyebaran berita bohong tidak hanya dapat memicu kemarahan dan 

kebencian, tetapi juga dapat mengancam persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

Kritik dan hoaks menjadi perhatian utama pemerintah, 

khususnya Asdep Humas dan Protokol yang mengelola website dan 
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media sosial Sekretariat Kabinet, mengingat dampak negatif yang 

ditimbulkan tidak kecil.  Untuk menjawab isu sensitif dan meng-counter 

hoaks, Asdep Humas dan Protokol melakukan berbagai upaya dengan 

segera mengklarifikasi berita bohong (hoaks) atau dengan kata lain 

informasi harus dilawan dengan informasi. Asdep Humas dan Protokol 

bekerja sama dengan Juru Bicara Presiden, Staf Khusus Presiden, dan 

melalui kanal media sosial yang dimiliki secara aktif melawan dan 

meredam ancaman penyebaran hoaks dengan menjawab dan 

meluruskan isu negatif yang menyudutkan pemerintah yaitu dengan 

membumikan dan menyosialisasikan keberhasilan progam dan 

kebijakan pemerintah secara masif.  

b. Peretasan Jaringan Website Sekretariat Kabinet. 

Sebagaimana dimaklumi bahwa Asdep Humas dan Protokol 

sebagai unit kerja Sekretariat Kabinet yang mengelola website maupun 

media sosial resmi Sekretariat Kabinet, di mana selama ini telah 

menjadi rujukan utama bagi kementerian/lembaga, masyarakat, dan 

media/jurnalis nasional untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan-

kebijakan yang diambil pemerintah dan Presiden maupun dalam 

mengklarifikasi berita-berita yang beredar di masyarakat.  

Ancaman cyber attacks (serangan siber) terhadap jaringan 

website Sekretariat Kabinet menjadi tantangan besar bagi Asdep 

Humas dan Protokol dalam menyelenggarakan manajemen kabinet 

Sekretariat Kabinet. Terlebih lagi keseluruhan aktivitas dalam 

penyelenggaraan tersebut terdapat data dan informasi serta dokumen 

yang sifatnya rahasia dan belum saatnya dipublikasikan karena masih 

mempertimbangkan seluruh kepentingan yang apabila dapat diakses 

publik yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan keresahan 

publik. Ancaman serangan siber melalui virus/malware (program jahat) 

yang dapat mencuri/menghapus data di server dan kemungkinan 

terjadi kesalahan sistem sehingga aplikasi tidak berjalan sebagaimana 

mestinya, harus diantisipasi sehingga tidak terjadi percobaan untuk 

membobol website Sekretariat Kabinet. 

Langkah antisipasi yang diambil Asdep Humas dan Protokol 

adalah melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang 
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kompeten dan memiliki otoritas di bidang teknologi informasi dan 

pengamanan data yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika dan 

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

c. Belum Optimalnya Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan. 

Keberhasilan pencapaian untuk mewujudkan visi dan misi tidak 

semata diperoleh dari peran aktif dan kontribusi Asdep Humas dan 

Protokol semata, melainkan diperoleh juga dari  keseluruhan peran dan 

kontribusi pemangku kepentingan.  Keberhasilan, peran aktif dan 

kontribusi Asdep Humas dan Protokol dalam keseluruhan aktivitas 

tidak berdiri sendiri namun sebagai hasil kerja sama Asdep Humas dan 

Protokol dengan pemangku kepentingan. Kerja sama dengan para 

pemangku kepentingan dilakukan dengan mengedepankan 

kepentingan bersama dalam mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan.  

Dalam konteks penyelenggaraan manajemen kabinet 

Sekretariat Kabinet yang dilakukan Asdep Humas dan Protokol, 

keseluruhannya melibatkan pihak-pihak atau pemangku kepentingan 

terkait yang  apabila masih kurang mendukung, kurang optimal dalam 

bekerja bersama sesuai ketentuan dan kebijakan yang diamanatkan 

dan  masih  bertindak ego sektoral, maka hal tersebut dapat menjadi 

ancaman bagi tugas pemberian dukungan pengelolaan manajemen 

kabinet Sekretariat Kabinet, terlebih lagi dalam memberikan pelayanan 

prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Oleh karena itu, harus dilakukan penguatan kerja sama yang 

dapat menciptakan  kepercayaan dan pemahaman yang sama di 

antara pemangku kepentingan dalam menghadapi kerja Presiden yang 

sangat dinamis serta adanya masalah kurang koordinasi dan kerja 

sama yang baik antarkementerian/lembaga, antar pemerintah pusat 

dan daerah, maupun masalah ego sektor dan tumpang tindih. 

Menyikapi hal tersebut, agar tidak menjadi ancaman maka Asdep 

Humas dan Protokol secara berkala dan terus-menerus melakukan 

kerja sama maupun rapat koordinasi dengan berbagai kementerian/ 

lembaga, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. 
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Harapannya adalah agar dengan kerja sama yang intensif dapat 

memberikan dukungan pelayanan prima kepada Presiden dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.  

 

2.2. Pelaksanaan. 

2.2.1. Pra Pelaksanaan. 

a. Pembentukan Tim Forum Konsultasi Publik. 

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakaan Asisten 

Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol, diawali dengan 

membentuk Tim/Panitia Acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Asisten 

Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol Tahun 2020, yang 

susunan keanggotaannya terdiri dari Pejabat dan Pegawai di Lingkungan 

Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol. 

b. Tema Forum Konsultasi Publik. 

Tema Forum Konsultasi Publik adalah Perumusan Strategi Komunikasi 

Krisis Pemerintah. 

c. Ruang Lingkup Forum Konsultasi Publik. 

Ruang lingkup Forum Konsultasi Publik ini adalah kegiatan dialog, diskusi 

pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik 

dengan pemangku kepentingan untuk membahas Perumusan Strategi 

Komunikasi Pemerintah. 

d. Bentuk Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik. 

Bentuk penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik adalah non tatap muka 

atau Daring secara virtual melalui Zoom Meeting. 

e. Pihak yang Terlibat. 

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik antara 

lain: 

1. Media massa. 

2. Ahli/Praktisi yaitu Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi/Juru 

Bicara Presiden dan Asisten Staf Khusus Presiden Bidang 

Komunikasi/Juru Bicara Presiden. 
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3. Penyelenggara layanan yaitu Asisten Deputi Bidang Hubungan 

Kemasyarakatan dan Protokol. 

4. Pengguna layanan dan Stakeholder yaitu Humas Kementerian, 

Lembaga Pemerintah, dan BUMN. 

f. Jadual Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (Run Down Acara). 

No. Waktu Acara 

1. 13.30 – 13.35 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

2. 13.35 – 13.40 Pembukaan Acara oleh MC 

3. 13.40 – 13.50 Laporan Kegiatan oleh Asisten Deputi Bidang 
Humas dan Protokol 

4. 13.50 – 14.05 Sambutan sekaligus Pembukaan Acara oleh 
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet 

5. 14.05 – 15.15 Permasalahan di Bidang Pelayanan Publik 
terkait Perumusan Strategi Komunikasi Krisis 

Pemerintah 

6. 15.15 – 16.00 Dialog terkait Pelayanan Publik untuk 
Merumuskan Strategi Komunikasi Krisis 

Pemerintah 

7. 16.00 – 16.10 Penandatanganan Berita Acara 
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik 

Tahun 2020 oleh Asdep Humas dan Protokol 
Setkab 

9. 16.10 – 16.25 Foto Bersama (Screen Shot) 

10. 16.25 – 16.30 Penutupan Acara oleh MC 
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2.2.2. Pelaksanaan. 

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan. 

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2020 secara 

Daring di Jakarta. 

b. Hasil Pembahasan Forum Konsultasi Publik. 

1) Membangun kepercayaan publik bukan hal yang mudah. Terkait 

SMCR yang linier dan sederhana seperti salah satu komponennya 

adalah Sumber. Sebagaimana kita ketahui bahwa kredibilitas Sumber 

sangat berpengaruh terhadap efektivitas pesan dalam komunikasi.  

2) Yang harus segera dilakukan peningkatan literasi media sehingga ada 

awareness dari semua pihak untuk bermain di media sosial atau media 

lainnya. 

3) Memanfaatkan potensi karyawan di lintas seluruh kementrian/lembaga 

sebagai digital army untuk memviralkan sebuah isu. Hal tersebut sudah 

dilakukan secara internal tapi tentu harus lebih masif lagi apabila lintas 

kementrian/Lembaga sehingga tinggal diatur mekanismenya saja. 

Terkait hal tersebut sudah benar dan biarkan saja menjadi organik, 

namun harus dihitung Bersama-sama apa hashtag-nya, apa narasinya, 

dilempar melalui kluster mana, dan sebagainya. Jadi, kuantitasi 

dikawinkan dengan kualitas (dihitung). Terhadap hal tersebut, Science 

sudah dapat untuk digunakan 'membaca' dinamika tersebut. 

4) Kita tidak berhenti sampai di sini. Untuk itu, mari sinergikan Bersama 

(bukan menjadikan satu) dan buat beragam. 

5) Agar seluruh Pejabat Pratama Kepala Biro Humas K/L dapat diwadahi 

oleh KSP dengan fasilitasi Kementerian Kominfo. Hal ini dapat 

membantu sinergitas. 

6) Perlu dicermati, apa kira-kira strategi yang harus dilakukan apabila 

kendalanya justru dari internal mengingat tidak semua pucuk pimpinan 

menyadari hal tersebut dan mengingat juga sebagian dari pimpinan 
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pucuk berada pada generasi yang tidak masuk dalam konteks 

millennial sehingga dukungan terhadap humas tidak optimal. 

7) Dunia maya (online/daring), dan dunia nyata (offline/luring) ibarat dua 

sisi mata uang, keduanya harus dilakukan. Ketika ada pemahaman 

yang berbeda maka memang ada 'tugas khusus' untuk semua agar 

dapat 'menyadarkan' situasi kekinian. Suka tidak suka, mau tidak mau 

kita harus masuk dan memahami dunia digital, kalau perlu bisa 

dilakukan semisal pelatihan untuk 'membaca dunia maya'. 

8) Saat ini, AI (Artificial Intelligence) dan ML (Machine Learning) sudah 

dapat dikembangkan untuk membaca dinamika data besar di dunia 

maya. Apa yang bisa diserahkan ke mesin, serahkan saja (kapasitas 

otak terbatas untuk berhitung) ke mesin. Hal ini agar bisa konsentrasi 

ke hal-hal yang lebih strategis dan subtansi.  

9) Fear, Faith, Female and Food yang akan selalu dipakai untuk 

mengaktifkan amygdala (mudah menerima hoax, fakenews), salah 

satunya dengan Fun (‘direcehkan’). Agar kita tidak reaktif dalam 

merespons fakenews atau berita negatif yang beredar tapi produktif 

berbagi kabar baik tentang kinerja pemerintah. Ibarat pelawak itu 

cerdas dan jenius, sulit melawak tetapi berisi. Jadi, 'direcehkan' tapi 

cerdas.  

10) Komponen yang jadi pivotal adalah hardware, software, dan 

BRAINware. Terkait hal ini, KemristekBRIN dapat menjadi memimpin 

mengembangkan algoritma. Kita dapat memakai opensource dan 

mencetak data-data scientist. Terkait hal ini, KemenristekBRIN 

mempunyai Tim Komunikasi yang terdiri dari para pemuda (gank XYZ). 

Namun, jarang dapat negative news, tapi berisi thanks to Covid-19. 

Oleh karena itu, KemenristekBRIN dan LPNK-nya menjadi semakin 

produktif menghasilkan riset dan inovasi untuk penanggulangan Covid-

19. KemenristekBRIN sat ini juga bekerjasama dengan Kementerian 

Kesehatan, BNPB, Kementerian BUMN, dan lain-lain. 

11) Agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin, berkala, dan 

berkesinambungan sehingga Humas Pemerintah dapat lebih tajam 
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memetakan strategi yang tepat. Namun, terkadang perlu pencerahan 

dan solusi konkrit dari persoalan-persoalan yang dihadapi dengan 

narasi tunggal yang terus berjalan. 

12) Ide untuk mencetak data scientist handal saat ini tengah ditunggu 

sehingga komunikasi publik dan pemerintah semakin dapat 

menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi membangun 

Indonesia. 

13) Saat ini mudah dikembangkan kemampuan membaca atau menarik 

percakapan di Twitter atau media sosial online lainnya dan 

menganalisisnya dengan network analysis. Jadi, dapat diketahui akun 

mana yang mesti di-mention dan narasinya apa, dan sebagainya. Hal 

tersebut sudah dapat dilakukan dengan beberapa program 

opensource. 

14) Kolaborasi lintas K/L, BUMN, BUMD, PTN bukan hal yang baru atau 

tabu. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, 

Humas Pemerintah dilibatkan aktif untuk mengglorifikasi kerja 

pemerintah dan kebijakan pemerintah melalui adanya forum-forum 

kehumasan seperti SIMAN, Bakohumas, Satgas Medsos, dan lain-lain. 

Output dari kegiatan kehumasan ini sangat beragam dan yang saat itu 

viral adanya narasi tunggal yang berisi program kerja atau kebijakan 

strategis pemerintah baik yang dilakukan oleh satu K/L atau kerja sama 

lintas K/L. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo ini 

skema seperti narasi tunggal dapat dihidupkan Kembali, sehingga 

humas pemerintah mengetahui program-program strategis pemerintah 

secara keseluruhan dan tidak ada lagi yang merasa ditinggalkan atau 

berjuang sendiri untuk mendiseminasikannya. 

15) Hal-hal yang positif perlu dilanjutkan sebagai bentuk kolaborasi K/L dan 

Grand Strategy kehumasan juga perlu didesiminasikan kepada Humas 

K/L sebagai acuan kehumasan K/L ke depan. 

16) Masukan dan semangat yang diimpartasi membuat Humas 

Pemerintahan menjadi lebih semangat lagi dalam bekerja.  
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17) Forum ini sangat bermanfaat dan menjadi penyemangat tim Humas K/L 

dan BUMN untuk berkolaborasi mendukung program-program 

pemerintah.  

 

2.2.3. Pasca Pelaksanaan. 

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, diakhiri dengan membuat janji 

perbaikan layanan dalam bentuk Berita Acara sebagaimana terlampir dalam 

laporan ini. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

Dari hasil penyelengaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Asisten Deputi Bidang 

Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol Tahun 2020, telah menghasilkan 2 (dua) 

rekomendasi penting sebagai janji perbaikan atas layanan kehumasan pemerintah 

yang dibuat antara Unit Layanan bersama-sama dengan Humas 

Kementerian/Lembaga sebagai berikut: 

1. Unit Layanan bersama-sama Pemangku Kepentingan (Humas 

Kemeterian/Lembaga) akan memastikan bahwa pentingnya informasi 

disampaikan kepada masyarakat, yang intinya agar program dan kebijakan 

Pemerintah dapat dipahami oleh masyarakat bahwa Pemerintah telah bekerja 

dengan sungguh-sungguh dalam menyejahterakan masyarakat rakyat terlebih 

masa pendemi Covid-19 ini. Selain itu, juga masyarakat dapat berpartisipasi untuk 

mencegah penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Unit Layanan bersama-sama Pemangku Kepentingan (Humas 

Kemeterian/Lembaga) perlu lebih berani dalam melaksanakan komunikasi 2 arah 

kerena jika masih 1 arah masyarakat menjadi kurang antusias dan Humas 

Pemerintah kurang mendapat trust masyarakat. 
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LAMPIRAN 

 

Berita Acara Janji Perbaikan Pelayanan Publik. 
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Notulensi. 
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Foto Kegiatan. 
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Daftar Hadir. 
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Tim Kerja Forum Konsultasi Publik. 

 

   

 

 


